
BERITA DAERAH
KAaUPATEN MAJALENGKA

s;Q~,
I

NOMOR: 7 TAHUN 2006 SERI: E

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

SUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sebagai Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
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Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berlta
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten SUbang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Djawa Barat
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomer 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, KoIUSi dan Nepotisme
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan L.embaranNegaraRepublik Indonesia Nomer 3851);

3. UncIang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47,
Tambahan L.embaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4389);

6. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengeIoIaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
L.embaranNegaraRepubllk Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang ...•.• 3
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (L.embaranNegara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4548) ;

8. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomar 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 5ebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomer 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomer 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4416) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar
37 Tahun 2005 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomar
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemar 94, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Hornor 4540);

12. Peraturan 4
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasisarana dan PrasaranaKerja PemerintahanDaerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka (L.embaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003
Nomor 1 sen A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2003 Nomor 5 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dan 5ekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah
KabupatenMajalengkaTahun 2004 Nomor 27, sen D ) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004
tentang Organisasidan Tata Kerja 5ekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( L.embaran Daerah
KabupatenMajaJengkaTahun 2004 Nomor 28, 5eri 0 ) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah KabupatenMajalengkaTahun 2004 Nomor 34, sen E) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2006 (L.embaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2006 Nomer 1, sen A).

19 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2006 Nomer 2, Seri E).

MEMUTUSKAN 5
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MEMlII'USKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERU MAHAN UNTUK
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyefenggaraanpemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati KabupatenMajalengka.

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka.

4. Pimpinan DPRDadalah Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat DaerahKabupaten Majalengka.

5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KabupatenMajalengka.

6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan
pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD
dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan
dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

7. Tunjangan 6
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7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum
dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas
Anggota DPRD.

8. Asas Kepatutan adalah asas yang harus diperhatikan dalarn
menetapkan Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota
DPRD,nilainya tidak boleh lebih besar dari Pimpinan DPRD.

9. AsasBerjenjang adalah bahwa Tunjangan PerumahanAnggota DPRD
tidak lebih besar dari tunjangan waleilKetua DPRD,tunjangan wakil
ketua DPRDtidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD.

10. Asas Kewajaran adalah asas yang harus diperhatikan dalam
menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan hendaknya tidak
lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis
rumah yang Iayakdisediakan bagi Pimpinandan Anggota DPRD.

11. Asas Rasionalitas adalah asas yang harus diperhatikan dalarn
menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa
bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila
mernbangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas
Anggota DPRD.

12. 5tandar biaya setempat adalah standar harga sewa rumah di Kota
KabupatenMajalengka.

13. Rumah Jabatan adalah rumah jabatan yang disediakan untuk
pirnpinan DPRDdengan standar dan fasilitas k.elengkapannyasesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

14. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk anggota
DPRDdengan standar dan fasiIit:askelengkapannya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II 7
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BAB II
TUNlANGAN PERU MAHAN

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahanhanya dapat dibayarkan kepada Pimpinandan
Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota
DPRD.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) PembenanTunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk mebeulair, biaya Iistrik, air,
gas dan telepon.

BABIII
BESARNYA TUNJANGAN PERU MAHAN

Pasal3

(1) Ketua DPRD tidak diben tunjangan perumahan, karena telah
disediakan rumah jabatan.

(2) Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan
karena belum diSediakanrumah jabatan dan rumah dinas.

(3) Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD dan
Anggota DPRDadalah sebagai benkut :

a. Wakil Ketua
b.Anggota

Rp. 3.500.000,OO/bulan
Rp. 2.500.000,OO/bulan

BAB IV 8
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&ABlY
KETENTlJANLAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diterima ofeh Pimpinan dan Anggota DPRD,dikenakan PPHPasaf21
dan tidak dibenarkan dibebankan pada APBD.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlanggarkan dalam PosAPBD.

BABY
KETENTUAN PENlITUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati
Majalengka Nomor 42 Tahun 2005 tentang BesamyaTunjangan Perumahan
Untuk Pimpinandan Anggota DPRDKabupatenMajalengka dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya Jakusurut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannyadatam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Jlll1i 2006

SUPAn MAJALENGKA,

cap./TID.

nrrrv HAYAn ANWAR

Diundangkan 9
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Diundangkandi Majalengka
Padatanggal 1 2 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJAL GKA

BERITA D~RAH KAB~ATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR SERI ....••...
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